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PUTUSAN 

Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. 

"OEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN .YANG MAHA ESA" 

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat 

Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan 

pertimbangan sebagai berikut dalam Sengketa antara :------------------------------

1. Nama 

Kewarganegaraan 

Pekerjaan 

Tempat tinggal 

2. Nama 

Kewarganegaraan 

Pekerjaan 

Tempat tinggal 

3. Nama 

Kewarganegaraan 

Pekerjaan 

I KETUT MANGKU WIJANA ;--------------··--------

I nd ones i a ; -------------------------------------------------

Wi ra swa sta ; -----------------·--------------·----··----------

Banjar Dinas Juntal, Desa Tinga-Tinga, 

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, 

Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai :---:----

----------------------------------------- PEN G G U GAT I ; 

SAID I S U FAR LAN ; -------------------------------------

Indonesia ; -------------------------------------------------

N e lay a n/Perika nan ; -:-----------------------------------

Banjar Dinas Berornbong, . Desa Celukan 

Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten 

Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut 

sebagai :---------------------------- PENGGUGAT II; 

I PUTU GEDE ASTAWA ;----------------------------

I nd on esia ; ------------------------------------------7----··-

Wiraswasta ;---··---:..--------------------------------------

Tempat tinggal Banjar Dinas Berombong, Desa Celukan 

Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten ~ 
~·-
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Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut 

sebagai :--------------------------- PENGGUGAT Ill; 

4. Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pencinta Lingkungan dan 

Perdamaian dalam bahasa lnggris disebut Greenpeace Indonesia ;-------

a). Adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum 

Indonesia yang berbentuk Perkumpulan sebagaimana disahkan 

dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor: AHU-0000567.AH.01.08.Tahun 2016 :---

b). Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota 

Perkumpulan Masyarakat Pecinta Lingkungan Dan Damai Asia 

Tenggara-lndonesia (Greenpeace Southeast Asia-Indonesia 

Association) Nomor : 135 tertanggal 25 Oktober 2016' ;-------------------

c). Surat Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Greenpeace 

Souttheast Asia-Indonesia Association tentang Penunjukan dan 

Pengangkatan Country Director/Kepala Kantor tertanggal 26 Juli 

2016, dalam hal ini diwakili oleh >----------------------------------------------

Nama Leon a rd Sima n junta k ; ----------------· .. ·----------------

Kewa rg an ega ra an : I n don es i a ; ________ ..: _______________________________________ _ 

Tempat Tinggal Green Ville Blok R Nomor 57 RT. 011, RW. 

009, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon 

Jeruk, Jakarta Pusat ;--------------------------------.. -

Jabatan Kepala Kantor/ Country Director;--------------------

Selanjutnya disebut sebagai :--------------PENGGUGAT IV ;-------------

Selanjutnya Penggugat I, II, Ill, dan IV memberi 

ku a sa kepad a :-------------------------------------------

1. DEWA PUTU ADNYANA, S.H. ;------------------

2. I NENGAH JIMAT, S.H. ;--------------------------
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Nama Jabatan 

Tempat Kedudukan 

3. I MADE SOMYA PUTRA, S.H., M.H. ;-----~----

4. HAERUL UMAM, S.H. ;-----------------------------

5. MAYA DIAH SAFITRI, S.H. ;----------------------

6. Nl PUTU CANDRA DEWI, S.H. ;-----------------

7. I WAYAN SUARDANA, S.H. ;---------------------

8. I WAYAN ADI SUMIARTA, s:H., M.Kn. ;-------

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia 

yang berprofesi sebagai Advokat, dan Pengabdi 

Bantuan Hukum dari Yayasan Lembaga 

Bantuan Hukum lndonesia-Lembaga Bantuan 

Hukum (YLBHI-LBH) Bali, yang memilill domisili 

hukum di Jalan ' Plawa Nomor 57 Denpasar, 

Berdasarkan Surat Kuasa Kllusus masing-

masing tertanggal 19 Januari 2018 dan 8 Juni 

2018, untuk selanjutnya disebut sebagai :--------

--------------------------------- PARA PENGG UGAT; 

MELAWAN : 

G U BERN U R BALl ; -------------------------------------

Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 , Kota 

Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya memberi 

K u as a k epa d a : -------------------------------------------

1. Nama 

Jabatan 

Ala mat 

J. ROBERT KHUANA, S.H. ;-

Advokat (NIA. 94.10221) ;------

Jalan Hayam Wuruk No. 206 C, 

Denpasar ; -------------------------

Kewarganegaraan : Indonesia ;---------------~ 
t5((· 
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2. Nama Drs. i KETUT NGASTAWA, 

s.~ .. ~.~. ;--------------------------

Jabatan Advokat (NIA. 95.1 0323) ;------

Ala mat Jalan ~ayam Wuruk No. 206 

C, Denpasar; ----------------------

Kewarganegaraan : Indonesia ;---------------

3. Nama Dr. SI~ON NA~AK, 

S.~ .. ~.~; ---------------------------

Jabatan Advokat (NIA. 00.11225) ;-----

Alamat Jalan Kenyiri Nomor 15 ·A, 

Den pas a r ; _________________ ;, _______ _ 

Kewarganegaraan : Indonesia ;---------------

4. Nama NYO~AN SU~ANT~A. S.~ .• 

~.~ . ;---------------------------------

Jabatan Advokat (NIA. 00.11138) ;------

Ala mat Jalan Nangka Utara Gg. Sari 

lndah No. 25, Denpasar ;-------

Kewarganegaraan : Indonesia ;---------------

5. Nama 

Jabatan 

Ala mat 

JOHANES MARIA VIANNEY 

GRACIANO, S.~. ;--------------

Advokat (NIA. 14.00009) ;------

Jalan Hayam Wuruk No. 

206 C, Denpasar; ----------------

Kewarganegaraan : Indonesia ;---------------

Berdasarkan Surat Kuasa l<husus Nomor : J 

183/282/Bag . II/B.KU~~AM tertanggal 31 ~ 
' 

J. 
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Januari 2018, untuk selanjutnya disebut 

sebagai :--------------------------- TERGUGAT; 

DAN 

PT. PLTU. CELUKAN BAWANG, Beralamat di The East Building Lantai 12 

Suite 06 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung 

Kav. E.3.2. No. 1 Jakarta Selatan 12950, dalam 

hal ini diwakili oleh Hendriyanto bertindak 

dalam kedudukannya sebagai Direktur, 

berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 20 

ayat (2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. 

PL TU. Celukan Bawang No. 115 tanggal 20 Mei 

2015 yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah 

Abdul Rasyid, S.H, M.Kn. yang telah disahkan 

oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

2439971.AH.01.01. Tahun 2015 tanggal 21 Mei 

2015 dan Akta Perubahan Terakhir No. 8 

tanggal 10 September 2015 yang dibuat 

dihadapan Notaris Arlita lndarajati, S.H., M.Kn. 

yang telah disahkan oleh Keputusan ~enteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-

0943458.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 6 

Oktober 2015, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tertanggal 28 Februari 2018, dengan 

ini memberi kuasa dengan hak substitusi dan 

hak retensi kepada :-------------------------------------~ 
. t~· 
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1. Dr. HOTMAN PARIS HUTAPEA, S.H., M.Hum.;-

2. NURBAINI JANAH, S.P., S.H. ;----------------------

3. IMAN NUL ISLAM N, S.H., M.H. ;-------------------

4. FRANI< A.R.P. HUTAPEA, S.H. LL.B. ;------------

5. N u R HI DAy AT I s. H. ; ---------------------------------

6. NOOR AKHMAD RIYADHI, S.H. ;-------------------

7. ANTHONY DJONO, S.H., M.H. ;-------------------

8. YEFIKHA, S.H., M.H. ;---------------------------------

9. ANANDA MEGA, S.H. (Konsultan Hukum 

Magan g) ; __________ .; ______ ..; ______________________________ _ 

10. LARASATI ALEXANDRA, S.H. (Konsultan 

H u ku m Mag a ng) ; ---------------------------------------

11. HANA PERTIWI, S.H. (Konsultan Hukum 

Mag a ng) ; -------------------------------------------------

Kesemuanya Para Advokat dan Konsultan 

Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan 

Hukum Hetman Paris & Partners, beralamat di 

The Kensington Commercial, Blok A-12, Jalan 

Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta 

Utara 14240, untuk selanjutnya disebut 

sebagai:-------------TERGUGAT IIINTERVENSI; 

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah membaca ;-----------------------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 

2/PEN-DIS/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 26 Januari 2018 tentang 

Pe net a pan Lo los Dismiss a I ; ------------------------------------------'------------.; __ _ 

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: ~ 

2/PEN-MH/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 26 Januari 2018 tentang 
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Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan 

me nyelesa i ka n perk a ra in i ; ----------------------------------------------------------

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 

2/PEN-PPJS/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 26 Januari 2018 tentang 

Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita yang membantu Majelis 

Hakim dalam persidangan ini ;-------------------------------------------------------

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-

PP/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan 

Hari dan tanggal Pemeriksann Persiapan ;-------;-----------------------'"--------

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :2/PEN-

HS/LH/2018/PTUN.DPS. tanggal 15 Februari 2018 tentang Penetapan 

Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;-----------------------------------

6. Surat Permohonan lntervensi dari Pemohon lnterJensi atas nama 

PT.PL TU Celukan Bawang tanggal 5 Maret 2018;----------------------------

7. Putusan Sela Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.Dps. tertanggal6 Maret.2018 

yang amarnya mendudukkan PT.PLTU Celukan Bawang sebagai 

T erg ugat II I ntervensi; ------------------------------------------------------------------

8. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara dan surat-

sura t b u kti ; --------------------------------------------------------------------------------

9. Telah mendengar Keterangan Para Pihak, Saksi Fakta dan Saksi Ahli 

dari Para Pihak di Persidangan ;-----------------------------------------------------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan 

tertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 24 Januari 2018 dalam 

Register Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.dan Ieiah diperbaiki ~ 
J!· 
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tanggal 15 Pebruari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai 

berikut :--------------------------------------------------------------------------------------------

A. Objek GugatanTata Usaha Negara ;--------------:.-----------------------·----------

- Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/3985/IV-A/DISPMPT 

tentang lzin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik 
J 

Tenaga Uap (Pitu) Pt. Pltu Celukan Bawang Di Desa Celukan 

Bawang Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 

Ap ri I 2 017 ; ----------------------------------------------------------------------------

B. Dasar- Dasar Gugatan ; --------------------------------------------------------·--------

1. Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang Konkret, 

In d iv id u a I, dan Fin a I : -------------------------------------------------------------------

2. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:------------

3. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 

51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:-------------------

a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi 

tindakan Hukum Tata Usaha Negara:------------------------------------------

b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual · dan Final. Menurut 

penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tat a Usa h a Neg a ra: -------------------------------------------------------------"'--

c. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 

p erda ta ; -----------------------------------------------------------------------------.---

4. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 

66o.3t3985tlv-AJolsPMPT tentang lzin ungkungan Hidupx 

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PL TU) PT. PL TU 
. . 
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Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan Gerogak, 

Kabupaten Buleleng, tertanggal 28 April 2017, merupakan Objek 

Gugatan yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009; 

8.2. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Para Penggugat ;----------------------

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 

tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang 

P era d i Ian Tat a Usa h a Neg a ra; -------------------------------------------------------

2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka 

keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai 

l:>erikut :-------------------------------------------------------------------------------------

8. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;---------------------------

1:>. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha 

Neg ara yang dig ug at;---------------------------------------------------------------

c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang 

ditimbulkan dari terl:>itnya Keputusan Tata Usaha Negara yang 

digugat;---------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa Rencana Kegiatan Peml:>angunan Pembangkit Listrik Tenaga 

Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW di Desa Celukan Bawang, 

Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali berpotensi 

mengakibatkan hilang atau setidak-tidaknya menurunnya kualitas hidup 

dan penghidupan Penggugat I, II dan lll;-----------------------------------------

4. Bahwa Penggugat I, II dan Ill merupakan anggota masyarakat yang 

diprakirakan akan terkena dampak lingkungan hidup dari pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW 

yang pembangunan dan operasinya didasari oleh Objek Gugatan:-------
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a. Bahwa Penggugat I lahir di Desa Pengulon dan hingga saat ini 

secara nyata tinggal dan menetap di dalam tapak pembangunan 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PL TU) Celukan Bawang 2x330 MW 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Objek Gugatan ;------------

b. Penggugat II lahir dan bertempat tinggal di Banjar Dinas Berombong, 

Desa Celukan Bawang, yang terletak sekitar ± 500 meter di sebelah 

timur lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PL TU) 

Celukan Bawang 2x330 MW ;---------------------------------------------------

c. Penggugat Ill lahir dan bertempat tinggal di Banjar Dinas 

Berombong, Desa Celukan Bawang, yang terletak sekitar ± 1.9 

kilometer disebelah timur lokasi pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PL TU) Celukan Bawang 2 x 330 MW ;------------------:---.. 

5. Bahwa selain hubungan tempat tinggal, PENGGUGAT I, II dan Ill juga 

memiliki hubungan hukum dimana sumber penghidupan dan mata 

pencahariannya terpengaruh atas bentuk keputusan dalam proses 

Amdal,dan telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat I, II 

' 

dan Ill dirugikan, atau setidak-tidaknya berpotensi dirugikan; -------------

6. Bahwa Penggugat IV organisasi masyarakat yang berbentuk badan 

hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia berbentuk 

Perkumpulan, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri 

' Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

0000567.AH.01.08.2016, yang bergerak dalam kegiatan kampanye 

tentang penghapusan kegiatan kegiatan yang merusak lingkungan 

hid up sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) Anggaran 

Dasar Perkumpulan Masyarakat Indonesia Pecinta Lingkungan dan 
' . 

Perdamaian dalam bahasa inggris disebut Greenpeace Indonesia~ . 

dandalam pasal 5 Anggaran Dasar PENGGUGAT IV disebutka~· 
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maksud dan tujuan Perkumpulan ialah bergerak dalam bidang sosial, 

lingkungan hidup dan perdamaian.Serta dalam pasal 6 Anggaran Dasar 

yang sama ditegaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut 

Penggugat IV melakukan kampanye dan kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut :-------------------------------------------------------------------------------------

a. Mengemukakan dan mempromosikan penghapusan kegiatan-

kegiatan yang merusak lingkungan hidup ;------------------------------------

b. Mempromosikan perlindungan untuk spesies-spesies langka dan 

' 
te ran cam puna h ; ---------------------------------------------:------------------------

c. Mempromosikan pelestarian ekosistem-ekosistem terancam punah ;-

' 
d. Kampanye untuk pemusnahan bahan-bahan beracun yang 

berbahaya bagi manusia dan senjata pemusnah massal ;----------------

e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan 

sos ia I dan kema n usiaa n ; ----------------------------------------------------------

7. Bahwa berdasarkan angka 2 huruf (c) Keputusan Badan Pengurus telah 

disebutkan yang berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan dan diluar 

Pengadilan adalah Kepala Kantor/Country Director, selanjutnya 

Penggugat IV selama ini memiliki kiprah yang baik dalam menjalankan 

tujuan dan maksud organisasi diantaranya : ---------~-----------7-----------~--

a. Melakukan kampanye, pendidikan publik, dan komunikasi-

komunikasi melalui pers mengenai isu perubahan iklim;----:---------------

b. Melakukan kampanye mengenai transisi ke energi terbarukan, antara 

lain dengan program "Jakarta Solar Chalange" ;----------------------------

c. Melakukan karnpanye, pendidikan publik, dan program-program 

mengenai udara bersih dan kesehatan publik, antara lain melalui 

program citizen science monitoring udara lewat aplikasi "Udara kita" 

sebagai ala! pantau publik atas kualitas udara Jakarta;-------------------.~ , 
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d. Melakukan kampanye, terkait dengan perlindungan flora dan fauna 

dan ekosistemnya, termasuk perlindungan ekosistem laut dan 

pesisir; ----------------------------------------------------------------------------------

8. Menerbitkan laporan yang berkaitan dengan penyebab serta dampak 

perubahan iklim sebagai salah satu media edukasi;-----------------------

Hal tersebut menunjukan bahwa penggugat IV memiliki kapasitas yang 

mumpuni serta memberikan dukungan yang nyata dalam upaya 

pelestarian lingkungan hidup. Penjelasan tersebut telah sejalan dengan 

tujuan dan maksud perkumpulan yaitu melakukan kegiatan-kegiatan 

tentang penghapusan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan 

hidup sebagaimana telah disebut dalam pasal 6 Anggaran Dasar 

PENGGUGAT IV di berbagai daerah di Indonesia salah satunya ialah 

d i Prop ins i Ba I i; ----------------------------------------------:------------:----------·--.,---

8. Bahwa Pasal 92 UU PPLH mengatur mengenai hak gugat organisasi 

untuk "pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup," dimana "organisasi lingkungan hidup berhak 

mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan 

hidup," sepanjang memenuhi persyaratan berikut:-----------------------------

a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;---------------------------------------

b. Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan menyebutkan 

dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk 

kepenti ng an pub I i k ; -----------------------------------------------------------------

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;----

9. Bahwa usaha dan/atau kegiatan pembangunan PL TU Batubara 

merupakan salah satu sumber antropogenik penyebab perubahan iklim; 

serta merupakan salah satu sumber pencemar yang signifikan, 

terutama dalam kaitannya dengan kualitas udara, kesehatan publik, 
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kesehatan ekosistem laut; serta flora dan fauna. Khususnya PL TU 

Celukan Bawang 2 x 330 MW merupakan usaha dan/atau kegiatan 

yang memiliki dampak penting bagi lingkungan sebagaimana dimuat 

d a I am AM D A L; ---------------------------------------------------------------------------

1 0. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai organisasi lingkungan hid up, 

Penggugat IV juga mengalami kerugian atas hilangnya hak partisipasi 

Penggugat IV maupun organisasi lingkungan hidup lainnya yakni dalam 

proses penerb ita n 0 b jek G ug ata n. --------------------------------------------------

11. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat adalah subjek hukum yang 

kepentingannya dirugikan atau berpotensi · dirugikan akibat 

diterbitkannya Objek Gugatan, dan oleh karena itu Para Penggugat 

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ;--------------------

B .Ill. Ked ud ukan H ukum T ergugat ; --------------------------------------------------------

1. Bahwa "Tergugat" dalam gugatan TUN sebagaimana diatur dalam UU 

No. 51 Tahun 2009 adalah "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada 

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang 

atau badan hukum perdata." Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat 

Tata Usaha Negara yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo adalah 

G u bern u r P rap ins i Bali ; ----------------------------------------------------------------

2. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Gubernur Propinsi Bali 

berdasarkan wewenang yang diatur dalam Pasal 36 Ayat (4) UUPPLH. 

Pasal tersebut menyatakan, "lzin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, 

Gubernur, atau BupatiM/alikota sesuai dengan kewenangannya." --------

3. Bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nornor 1 Tahun 2017 

Tentang Perlindungan dan Peengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 28 ~/ 
ut· 
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ayat (5 dan 6) tentang Perizinan disebutkan juga , tentang kewenangan 

Gubernur dalam menerbitkan izin lingkungan; ----------------------------------

B. IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu ;----------------------------------------

1. Bahwa pada tanggal 6 November 2017 YLBHI LBH - BALl 

memberikandokumen tersebut kepada Penggugat I di tempat tinggal 

Penggugat I. Pada hari inilah Penggugat I pertama kalinya melihat 

sec a ra n yata te nta n g : -------------------------------------------------------------------

• Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IV-A/DISPMPT 

tentang lzin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang 2 x 330 MW oleh PT Celukan 

B awa ng ; --------------------------------------------------------------------------------

• Dokumen Kerangka Acuan-Analisis Dampak Lingkungan Hidup 

Rencana Pembangunan PL TU Celukan Bawang di Desa Celukan 

Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU 

Celukan Bawang tanggal 5 Desember tahun 2016 (selanjutnya 

d isebut dengan KA-AN DAL) ; ---------------------------------.··-------------------

• Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana 

Pembangunan PL TU Celukan Bawang di .Oesa Celukan Bawang, 

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng oleh PT. PL TU Celukan 

Bawang Pebruari tahun 2017 (selanjutnya disebut dengan ANDAL); 

• Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan Hid up Rencana Pembangunan PL TU 

Celukan Bawang di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, 

Kabupaten Buleleng oleh PT. PLTU Celukan Bawang Pebruari 2017 

(selanjutnya disebut dengan RKL- RPL) ;----------------------------------~-

2. Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, maka tenggang waktu 90 hari ~ 

harus lah dihitung sejak tanggal 6 november tah~n 2017 dan berakhi{J 

Halaman 14 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. , .. . 



r 

pada tanggal 2 Februari 2018. Oleh karena Gugatan telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar oleh Para 

Penggugat pada tanggal 24 Januari 2018 artinya baru 79 (tujuh puluh 

Sembilan hari) sehingga masih berada dalam tenggang waktu 90 hari 

mengacu pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Surat Edaran Mahkamah 

Agung No 2 tahun 1991 bab V angka 3, maka pendaftaran masih dalam 

tenggang waktu kurang dari 90 hari:-----------------------------------------------

C. DALAM POKOK PERKARA ;---------------------------------------------------------

1. Objek Gugatan Yang Dikeluarkan Tergugat Bertentangan 

Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ;-----------

2. Objek Gugatan bertentangan dengan Undang Undang No. 1 

tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 27 tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil 

karena objek gugatan tidak didasarkan pada Rencana Zonasi 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ;-----------------

3. Bahwa pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang 

Perubahan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 (selanjutnya 

disebut dengan UU WP-3-K) tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Puiau Kecil menyebutkan dengar tegas bahwa ruang 

lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau . Kecil 

rneliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang 

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, l<e arah darat 

mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut 

sejauh 12 (dua belas) millaut diukur dari garis pantai;---------------

4. Bahwa dalam paragraf pertama penjelasan Pasal 2 UU WP-3-K 

I 

menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Undang-'~ 
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Undang ini meliputi Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang 

masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan 

yang masih terasa pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil 

dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan 

mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis 

sumber daya, lingkungan, dan masyarakat ;----------------------------

5. Bahwa selanjutnya tujuan dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil adalah untuk melindungi, mengonservasi, 

merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara 

berkelanjutan sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 4 UU 

WP-:3-K;---------------------------------------------------------------------------

6. Bahwa dengan dibangunnya dermaga sepanjang 260 m dan :340 

m pembangunan PL TU Celukan Bawang dengan kapasitas 2 x 

:3:30 MW akan memanfaatakan ruang laut 0-12 millaut Bali, maka 

wilayah ini yang masuk dalam ruang lingkup dalam pasal 2 UU 

WP -:3-K ; ------------------------------------------------------·---------------------

7. Bahwa berikutnya Pasal 7 ayat (:3) UU WP-3-K, Tergugat 

mempunyai kewajiban untuk menyusun semua rencana 

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP-:3-

K,RZWP-:3-K,RPWP-:3- K,RAPWP-:3-K) dalam sebuah Peraturan 

Daerah sebelum menerbitkan objek gugatan ;--------------------------

8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU WP-:3-K, RZWP-:3-K, PT. PL TU 

1 Celukan Bawang 2 x :3:30 MW, yang mencakup pemanfaatan 

sumber daya berupa pembangunan dermaga jetty dan TUKS di 

Kecamatan Gerogak dan ruang .laut 0-12 mil seharusnya wajib ~ 

meng1kut1 arahan pemanfaatan d1 dalam RZWP-:3-K;----------------cJ. 
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9. Bahwa berdasarkan interpretasi tekstual dari pasal di atas, 

Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan seharusnya 

mendasarkan kepada RZWP-3-K yang hingga gugatan ini 

diajukan tidak pernah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah 

Propinsi Bali dalam bentuk Peraturan Daerah;-------------------------

1 0. Bahwa Tergugat sampai saat gugatan ini diajukan belum 

melaksanakan kewajibannya untuk menyusun rencana 

pengelolaan tentang RZWP-3-K yang diwajibkan dalam Pasal 7 

ayat (3) UU WP-3-K; --------------------------------------··-------------------

11. Bahwa dengan dalil-dalil yang telah dikemukan oleh Para 

Penggugat, maka telah jelas kelihatan bahwa penerbitan Objek 

Gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, 7 dan Pasal 9 

UU WP-3-K tentang Penge!olaan Wilayah Pesisir dan Pulau -

P u Ia u Keci I;------------------------------------------------------------------

C.I.2.Penerbitan Objek Gugatan Bertentangan dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework 

Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 

Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan lklim) dan UU PPLH ;---------------

1. Bahwa berdasarkan penelitian dari International Energy Agency 

(lEA, C02 Emissions from Fuel Combustion: Overview, Gambar 

6, halaman 5 dan 7 (2017)), usaha dan/atau kegiatan PL TU 

Batubara merupakan usaha dan/atau kegiatan yang berkontribusi 

signifikan terhadap pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) oleh 

sumber antropogenik. Pembakaran batubara bertanggungjawab 

atas 46% lepasan C02 (karbon dioksida) dari pembakaran, bahan 

bakar di seluruh dunia dan 72% dari total emisi C02 dari sektor 

kete nag a I i stri ka n; --------------------------------------------------------------
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2. Bahwa berdasarkan PermenLH No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis 

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan pembangunan 

PL TU .?:, 100 MW merupakan l<egiatan wajib AMDAL karen a 

berpotensi menimbulkan dampak pada:----------------------------------

1. Aspek fisik kimia, terutama pada kualitas udara (emisi, 

ambient dan kebisingan) dan kualitas air (ceceran minyak 

pelumas, lim bah bahang) serta air tanah;-----------------------------

2. Aspek sosial, ekonomi dan · budaya terutama pada 

pembebasan lahan dan keresahan masyarakat ;-------------------

3. Bahwa UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 27 Tahun 2012 maupun 

PermenLH No. 5 Tahun 2012 tidak menyebutkan secara detail 

maupun membatasidampak penting hipotetik yang wajib dikaji 

dalam AMDAL. Pasal 25 UU No. 32 memandatkan "Dokumen 

AMDAL memuat (a) pengkajian mengenai dampak rencana 

usaha dan/atau kegiatan; (d) Prakiraan terhadap besaran 

dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana 

usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; (e) Evaluasi 

secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan 

kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan (f) 

Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup." ;-------

4. Bahwa berdasarkan AMDAL yang mendasari Objek Gugatan, 

PL TU Celukan Bawang 2 x 330 MW akan membakar 

2.950.635,60 ton batubara per tahun selama jangka waktu 

operasinya. Sekalipun Objek Gugatan maupun AMDAL tidak 

menyatakan spesifik berapa lama PL TU Celukan Bawang 2 x ~ 

330 MW, namun dapat diasumsikan bahwa setidaknya PL TUl J 
Halaman 18 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.t: 



,I 

Celukan Bawang 2 x 330 MW akan beroperasi 30 (tiga puluh) 

tahun sesuai dengan izin usaha dan/atau kegiatan pembangkitan 

listrik berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 

tentang Kelistrikan. Dengan asumsi tingkat efisiensi 85% 

sebagaimana dimuat dalam halaman 1-23 dari ANDAL, PL TU 

Celukan Bawang akan membakar setidak-tidaknya 75.241.207,8 

ton batubara selama masa operasinya;-----.,.-----------------------------

5. Bahwa pembakaran batubara dengan jumlah sebagaimana 

disebutkan di atas akan menghasilkan lepasan C02 sebanyak ± 

200 juta ton selama 30 (tiga puluh) tahun operasinya. Lepasan 

C02 ini merupakan kontributor yang cukup sigl)ifikan terhadap 

perubahan iklim dan dengan demikian setidak-tidaknyaAMDAL 

PL TU Celukan Bawang 2 x 330 MW rnemuat kuantifikasi emisi 

Gas Rumah Kaca ini dalam menganalisis dampak PL TU Celukan 

Bawang 2 x 330 MW terhadap lingkungan hid up;----------------------

6. Bahwa tanpa memprakiraan dampak perubahan iklim, 

Pemerintah tidak dapat mengeva,uasi apakah usaha dan/atau 

kegiatan akan selaras dengan Nationally Determined 

Contribution (NDC) Indonesia di bawah Perjanjian Paris tentang 

Perubahan lklim yang telah diratifikasi Indonesia; serta Konvensi 

Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 

Perubahan lklim; keduanya telah diratifikasi Indonesia melalui 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 6 

Tahun 1994. Prakiraan dampak perubahan iklim setidak-tidaknya 

diperlukan untuk memenuhi standard Panel Antar pemerintah 

tentang Perubahan lklim (IPCC) mengenai Pedoman ~ 
J. 
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Penyelenggaraan lnventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional untuk 

E ne rg i ( 2 0 06); ---------------------·-----------------------------------------------

7. Bahwa berdasarkan analisis yang dihimpun Penggugat IV dari 

berbagai ahli dan literatur, satwa-satwa darat maupun laut di 

sekitar PL TU Celukan Bawang 2 x 330 MW memiliki kerentanan 

khusus terhadap perubahan iklim, yang seharusnya dikaji dalam 

AMDAL, namun dengan tidak dilakukannya prakiraan dampak 

perubahan iklim hal tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali. 

Dengan demikian, dampak perubahan iklim yang memperparah 

dampak PL TU Celukan Bawang 2 x 330 MW terhadap habitat 

dan populasi jalak bali seharusnya juga dipertimbangkan dalam 

AMDAL;---------------------------------------------------------------------------

8. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Tergugat dalam 

menerbitkan Objek Gugatan telah gagal mempertimbangkan 

dampak penting PL TU Celukan Bawang 2 x 330 MW terhadap 

lingkungan hidup secara komprehensif oleh karena itu penerbitan 

Objek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang No. 6 

Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework 

Convention on Climate Change dan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

~idup;------------------------------------------------------------------------------

C.l.3.0bjek Gugatan bertentangan dengan UU PPL~. Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan dan Permen LH Nomor 

17 tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis 

Dampak Lingkungan Hidup dan lzin Lingkungan ;------------------------------

1. Bahwa mengingat Objek Gugatan terbit pada tahun 2017, maka ~· 

sudah seharusnya tata cara pelibatan masyarakat dalam prose~ 
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- Bahwa benar batas-batas PL TU adalah sebelah Utara : Laut, Batas 

Selatan : Jl. Raya Singaraja - Gili manuk, Barat : Jl. Karantina 

dan se be I a h Tim u r : Sung a i; -------------------------------------------------------

- Bahwa benar kelompok nelayan kami mempunyai 4 (empat) rumpon 

sekarang masih 1 (satu) rumpon dikarenakan terbawa ombak, ada 

yang sengaja dipotong/dirusak orang, ada yang putus karena 

tertabrak kapal bukan karena ndanya PL TU; ---------------------------.:----

- Bahwa benar pernah ada sosialisasi pembangunan PL TU dan ada 

undangannya dari Kantor Desa tahun 2016, namun Saksi serta 

perwakilan kelompok nelayan Saksi juga tidak ada yang hadir; --------

- Bahwa ada lima kelompok nelayan di Celukan Bawang yaitu 

Mekarsari, Karya Madu, Segara Madu, Ketapang Sondoh, dan Bakti 

Kosg oro; ----------------·---------------------------------------------------------------

8. AHMAD ALWI , Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggallahir 

: Celukan Bawang, 31-12-1963, Agama Islam, Pekerjaan Security, 

Ala mat Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, 

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang pada 

po k o kn ya men era ng ka n se bag a i be ri k ut: ------------------------------------------

Bahwa benar Saksi bekerja menjadi security dibawah naungan 

Pesona Cipta yang dipekerjakan di PL TU sejak akhir tahun 2012 

(tanggal12-12-2012) sampai dengan sekarang; ----------------------------

Bahwa benar pernah ada sosialisasi untuk proyek PL TU tahun 2008 

dan kemudian ada sosialisasi kembali di bulan Agustus 2016, dimana 

Saksi diundang oleh Kepala Dusun Pungkukan tetapi tidak datang; --

Bahwa dilokasi PL TU yang baru masih ada rumah tempat tinggal 

warga yaitu rumah Pak Usman dan rumah penggarap Penggugat I (I ~ 

eslt· 
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Ketut Mangku Wijana) warga Banjar Dinas Tinga-Tinga tetapi tempat 

tinggalnya di Dusun Pungkukan; ------------------------------------------------

9. AMIR MAHMUD, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/ tanggal 

lahir : Celukan Bawang, 26-04-1976, Agama Islam, Pekerjaan Buruh 

Harian Lepas, Alamat : Banjar Dinas Brombong, Desa Celukan 

Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang 

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----------------------------------

Bahwa Saksi mempunyai kebun yang ditanami kelapa, mangga, dan 

pisang yang lokasinya di selatan persis di depan pagar PL TU dan di 

sebelah timur PL TU juga persis di depan pagarnya dan tanamannya 

bagus, tumbuhnya normal, pohon kelapa tiap dua bulan sekali 

panen, pohon pisangnya bagus dan kalau pohon mangga tergantung 

musim; ----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Saksi kenai dengan I Ketut Mangku Wijana (Penggugat I) 

karena tetangga Saksi dan punya kebun yang bersebelahan dengan 

kepunyaan Saksi sebagaimana Bukti Surat T-ll-lntv-95f (foto pohon 

kelapa) kepunyaan I Ketut Mangku Wijana (Penggugat I) yang rata-

rata panen dua bulan sekali; -----------------------------------------------------

Bahwa benar pernah ada pengumuman tentang rencana akan 

dibangun PL TU, pengumuman berupa baner yang dipasang di 

sebelah Utara Masjid Darusalam di lokasi lama dan pernah ada 

undangan sosialisasi tahun 2016 tetapi Saksi tidak hadir karena 

sedan g k e rj a; -------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan Saksi Fakta, Tergugat II 

lntervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi Ahli yang memberikan 

keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagai 

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------~--- ~ 
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1. PROF. DR. MADE SUDIANA MAHENDRA, Ph.D. Warga Negara 

Indonesia, Laki-Laki, Tempat/Tanggal · lahir : Tabanan, 02-11-1956, 

Agama Hindu, Pekerjaan Dosen/Staf Peneliti Pusat Penelitian 

Lingkungan Hidup Universitas Udayana, Alamat : BR. Chandra Asri, 

GG/99, Kei./Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, 

Provinsi Bali, mempunyai keahlian dalam bidang AMDAL yang pada 

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ----------------------------

Bahwa semua peraturan yang terkait dengan proses Amdal harus 

diteliti dan dijadikan pedoman dalam kajian awal termasuk Peraturan 

Gubernur Bali Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis 

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil termasuk Peraturan RZWP3K 

yang sud a h ad a d i B a I i; ------------------------------------------------------------

Bahwa semua Dokumen Andal yang diawali dengan Kerangka Acuan 

Andal harus diajukan kepada Komisi Penilai Andal sesuai dengan 

kewenangannya yang ada baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota 

m au pun Tin g kat Nasion a I; --------------------------------------------------------

Bahwa ada 10 (sepuluh) kriteria yang harus dipenuhi sebagai syarat 

kelayakan lingkungan yaitu : rencana kegiatan harus sesuai dengan 

Tata Ruang, Dalam Kajian Amdal mengacu kepada perlindungan 

Lingkungan Hidup dan sumber daya alam, rencana kegiatan tidak 

mengganggu kepentingan pertahanan, di dalam Kajian Amdal sudah 

mengkaji secara cermat mengenai besaran dan pentingnya dampak, 

ada evaluasi secara holistik terhadap keseluruhan dampak penting 

yang sudah ditentukan sebelum beroperasi maupun setelah 

beropersi rencana kegiatan, adanya kemampuan dari pemrakarsa 

untuk menanggulangi mengenai dampak penting tadi, rencana 
I 

kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai masyarakat sosial terutama ~ 
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masyarakat yang terkena dampak, rencana kegiatan tidak 

mengganggu elektifitas ekologis termasuk spesies kunci, rencana 

kegiatan tidak mengganggu kegiatan sejenis yang ada disekitar, tidak 

dilampauinya daya dukung dan daya tamping lingkungan; ----------~---

Bahwa benar sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara 

termasuk kegiatan pemberian ganti rugi atau pemindahan fasilitas 

umum. Kegiatan sosialisasi diawali dengan pengumuman di media 

massa, rapat-rapat, pertemuan tatap muka, konsultasi publik, 

penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat terkena 

dampak, pemerhati lingkungan hidup mengenai dampak yang timbul, 

keu ntu ngan-keuntu ngan yang ad a; ________________ :.. ___________________________ _ 

Bahwa berdasarkan Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, metode analogi 

boleh diterapkan dalam kegiatan sejenis, di lokasi sama maupun 

ditempat lain yang kondisinya sama; -----------~--.:.----------------------------

Bahwa di dalam SOP Amdal ada kajian Amdal meliputi batas proyek, 

ekologi, semua dikaji di wilayah study yang disepakati oleh 

p em ra ka rsa; ---------------------------------------------------------------------------

Bahwa apabila dilihat dari Tata Laksana (Permen LH Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Tata Lal<sana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen 

Lingkungan Hidup serta Penerbitan lzin Lingkungan) sudah jelas 

dinyatakan apabila KPA menilai dokumen bisa dinilai dari 10 

(sepuluh) kriteria harus dipenuhi sehingga bisa Lolos Amdal dan 

j terhadap PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang menggunakan 

bahan bakar batubara tehnologi yang menjawab, sepanjang 

tehnologi bisa meminimalkan emisi yang didampak terhadap 

kese hat an· -----------------------------------------------------------------------------~ 
I ~-
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Bahwa hanya Masyarakat yang terkena dampak saja yang wajib 

dilibatkan dalam menyusun dokumen Amdal dan mekanismenya 

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemrakarsa dan 

mas ya ra kat te rd am pa k; ------------------------------------------------------------

2. BUDI UTOMO, B.Sc., M.Sc., Warga Negara . Indonesia, Laki-Laki, 

Tempat!Tanggal lahir, Sidoarjo, 14-03-1978, Agama Islam, Pekerjaan 

Pegawai BUMD di PT. Sucofindo, Alamat : Permata Regency, Lazuli 

D4/5, RT/RW : 002/004, Kei/Desa Kludan, Kecamatan Tanggulangin, 

Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, mempunyai keahlian tentang 

Baku Mutu Air Dan Udara yang pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut: ---------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Baku Mutu menunjuk bahan/zat yang boleh ditenggang yang 

dibolehkan berada di elemen lingkungan air, udara, tanah dan BOD 

adalah Biochemical Oksigen Demand sebagai parameter baku mutu 

terse but dan tentang apa itu tercemar kita · harus mengacu kepada 

PP Nomor 82 Tahun 2001 pasal 14 Ayat (1) dan format baku mutu 

untuk air, udara, dan lain-lain adalah sama dan di Bali hasilnya 

d ibawah baku mutu; -----------------------------------------------------------------

Bahwa yang Saksi tulis adalah apapurn hasil penelitiannya sehingga 

apabila melebihi baku mutu maka hasil laboratorium tetap terbit 

sertifikatnya dengan disertai data riil dan data toleransi; -----------------

Bahwa Pelanggan yang menentukan lokasi uji sampel berdasarkan 

RPL - RKL dan yang mengorder menginformasikan dimana titik 

lokasi, kapan diambil, jadi laboratorium Sucofindo hanya melakukan 

.. . I , 
pen g u J 1 an sa J a; -----------------------------------------------------------------------V 
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3. lr. WIDIATMOKO, M.Sc., Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, 

Tempat!Tanggal lahir, Yogyakarta, 24-05-1957, Agama Islam, Pekerjaan 

Pensiunan, Alamat : JL. Kucica XVI Blok JF 13/1, RT/RW : 006/011, 

Kei/Desa Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten 

Tangerang Selatan, Provinsi Banten, mempunyai keahlian di bidang 

pengembangan proyek kelistrikan dan energi, yang pada pokoknya 

men era n g ka n se bag a i be ri k u t: -------------------~------------------------------------

Bahwa semua grade batubara bisa digunakan sebagai bahan bakar 

PL TU, tetapi harus tahu sumber batubara dan akan dipergunakan di 

daerah mana, setelah itu baru didisain unit pembangkitnya, dengan 

menggunakan tehnologi bisa dikurangi/efesiensi batas ambang 

lingkungan (bisa mengurangi dampak); ---------------------------------------

bahwa saat ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi dampak lingkungan terkait dengan penggunaan batu 

bara untuk PL TU yaitu : Dengan menaikan temperatur pembangkit, 

dengan tehnologi ultra super dengan kenaikan 1% terjadi efesiensi 

emisi gas rumah kaca turun 37 hingga 38 atau dengan menambah 

alat-alat untuk mencegah dampak, misalnya untuk mengurangi debu 

dipasang alat-alat sebagai filter namanya ESP (Electrostatic 

Precipitator) , mengurangi emisi sulfur oksida (SOx) dipasang alat 

namanya FGD (Flue Gas Desulfurization) dapat mengurangi hingga 

98%, dan mengurangi kandungan emisi nitrogen dipasang alat 

namanya SCR (Selective Catalytic Reduction) yang bisa 

menghilangkan hampir semua emisi nitogen. Dengan pemasangan 

alat-alat tersebut maka asap tidak mengalir ke udara ; -------------------

Bahwa selama Saksi menjadi Konsultan lndependen dengan ~ 

peningkatan tehnologi mesin belum pernah ada komplain emisinya di 
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atas ambang batas (logikanya emisinya selalu berada di bawah 

am bang bat as); ---------------------------------------------~------------------------

Bahwa tehnologi yang digunakan untuk pengendali pencemaran 

udara adalah Diretropik yaitu dengan cara memasang filter-filter; -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut diatas 

untuk jelasnya termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dan 

merupakan bagian dalam Putusan ini; ----------~---------------------------------------

Menimbang, bahwa pada Persidangan hari Kamis tanggal 2 ,A.gustus 

2018, Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II lntervensi telah 

menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Agustus 2018; ---

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini, maka 

segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaah Persiapan 

dan Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak 

te rp is a h ka n den g an Put us an in i ; -----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II 

lntervensi menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya 

moho n P utu san ; --------------------------------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat 

ad a lah sebaga ima na diu ra ika n d iatas; ----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a 

quo, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oieh Para Penggugat dalam 

gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: -----------------------

Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang 

lzin Lingkungan Hidup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PL TU) PT. PL TU Celukan Bawang Di Desa Celukan Bawang Kecamatan ~ 
' ~· 
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Gerogak Kabupaten Buleleng, Tertanggal 28 ' April 2017 (Vide Bukti P-1 = 

Bukti T -1 = Bukti T II lntv-1 );-----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat 

telah menyerahkan Jawaban tertanggal 29 Maret 2018 dan Tergugat II 

lntervensi telah menyerahkan Jawaban tertanggal 29 Maret 2018 yang 

masing-masing berisi tentang Eksepsi dan Pokok Sengketa;-----------------------

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi yang pada 

pokoknya sebag a i be ri kut :-------------------------------------------------------------------

1. Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

karena telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari 

sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat 

diterima; --------------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena seharusnya Bupati 

Buleleng dan Direktur PT. PL TU Celukan Bawang juga menjadi Pihak 

dalam Gugatan Para Penggugat, sehingga beralasan hukum untuk ditolak 

dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; ------------------------------------------

3. Bahwa Penggugat IV belum dapat menjadi Penggugat dalam perkara a 

quo karena berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (3) Huruf c Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup mensyaratkan tentang Hak Gugat Organisasi 

Lingkungan Hidup, sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau 

d inyata ka n tid a k d a pat d ite rima; -------------------------------------------------------

yang pa~::::::~~ :::::i :::::ta~~:_:_~:~-:~~:~-=~:~~~~::~:~ __ ::~:~-~i lv. 
~-
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1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena ldentitas Penggugat I, 

Penggugat II dan Penggugat Ill tidak jelas, sehingga beralasan hukum 

untuk gugatan dinyatakan ditolak dan /atau tidak dapat diterima; ------------

2. Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (4) dan 

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

karena Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat Ill tidak memiliki 

kedudukan hukum dan kepentingan (legal standing) untuk mengajukan 

gugatan serta Penggugat IV tidak memenuhi ketentuan Pasal 92 Ayat (3) 

Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mensyaratkan tentang Hak Gugat 

Organisasi Lingkungan Hidup, sehingga beralasan hukum untuk ditolak 

dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----------------------------------------

3. Bahwa gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

karena telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, 

sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat 

diterima; --------------------------------------------------------------------------------------

4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan 

karena seharusnya gugatan diajukan dalam bentuk gugatan perwakilan 

kelompok (class action), sehingga beralasan hukum untuk ditolak dan 

/atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----------------------------------------------

5. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena seharusnya Kepala 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi 

Bali juga menjadi Pihak dalam Gugatan Para Penggugat, sehingga 

beralasan hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; 

6. Bahwa gugatan Para Penggugat Prematur karena tidak memenuhi 

ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ~ 
~· 
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga beralasan 

hukum untuk ditolak dan /atau dinyatakan tidak dapat diterima; --------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangan tentang Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II 

I ntervensi sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang 

tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Denpasar, sebagai berikut: ----------------------------------------------

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Tenggang Waktu mengajukan 

gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut 

:"Gugatan dapat diajukan hanya da/am tenggang waktu sembilan pu/uh hari 

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara." Sedangkan bagi mereka yang tidak dituju 

langsung oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa 

kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diatur dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, yang 

menyebutkan bahwa "Tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secc;~ra 

kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan 

Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut";---------------

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat terkait dengan 

Lingkungan Hidup sehingga ketentuan tentang tenggat kedaluwarsa untuk 

mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup l / 
yang berbunyi sebagai berikut : "Tata cara pengajur;m gugatan terhadap(}/ 

~· 
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keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata 

Us aha Neg a ra". ----------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang

Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 90 

(Sembilan puluh) hari dihitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Objek 

Sengketa yaitu sejak tanggal 28 April 2017, namun karena Para Penggugat 

bukan merupakan Pihak yang dituju langsung oleh diterbitkannya Objek 

Sengketa a quo maka perhitungan tenggang waktu menggunakan Surat 

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 dimana 

tenggang waktu dihitung sejak Para Penggugat mengetahui dan merasa 

dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo yaitu sejak tanggal 6 

November 2017 untuk Penggugat I atas nama Ketut Mangku Wiyana yang 

telah menerima berkas AMDAL berupa 3 (tiga) dokumen (Vide Bukti P-.12) 

yang kemudian berkas tersebut diinformasikan kepada Penggugat II pada 

tanggal 15 Desember 2017 serta kepada Penggugat Ill pada tanggal 25 

November 2017, sedangkan Penggugat IV mengetahui berkas tersebut pada 

tanggal 6 November 2017 dan pada tanggal itu pula Penggugat IV 

mengetahui tentang Obyek Sengketa a quo;--------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka 

gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Januari 2018 yang didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 24 Januari 

2018 belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----:------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu Para Penggugat 

mengajukan gugatan belum lewat waktu maka Eksepsi Tergugat dan~ 

~-
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kerugian akibat pencemaran danlatau kerusakan 

lingkungan h idup "; ---------------------------------------------------

Pasal 92 Ayat (1) : "Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan 

hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup";---------------------------

Pasal 92 Ayat (3): "Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan 

a pa b i I a me menu hi pers ya rata n: ____ .; ____________________________ _ 

a. b erben tu k bad an h u ku m; ---------------------------------------

b. menegaskan di dalam anggaran dasamya bahwa 

organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan ------------------

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan 

anggaran dasamya paling singkat 2 (dua) tahun."; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Ayat (1) 

tersebut diatas, maka Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat Ill sebagai 

"orang" atau "pribadi" yang ikut dalam kelompok nelayan di daerah Celukan 

Bawang, dapat mengajukan gugatan tanpa mengajukan gugatan perwakilan 

kelompok (class action) karena dapat menggugat untuk kepentingan dirinya 

sendiri dan/atau kepentingan masyarakat; ---------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (3) 

tersebut diatas, Penggugat IV yang merupakan salah satu Organisasi 

Lingkungan Hidup yang berbentuk Perkumpulan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor : AHU-128.AH.01.06 Tahun 2009 Tertanggal 4 Desember 2009 (Vide 

Bukti P-3) dengan nama Perkumpulan Greenpeace Southeast Asia

Indonesia, dimana dalam perkumpulan tersebut telah terjadi b~berapa kali k 
. cc{{· 
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perubahan yang tidak berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum dan 

tujuan didirikannya perkumpulan tersebut, antara lain perubahan pengurus 

yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-57.AH.01.08. Tahun 2015 

Tertanggal 22 Juli 2015 (Vide Bukti P-4) dan Surat Keputusan Menteri 

Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

0000518.AH.01.08. Tahun 2016 Tertanggal13 Oktober 2016 (Vide Bukti P-5) 

serta perubahan tentang Anggaran Dasar mengenai Nama, Kedudukan dan 

Alamat Kantor yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum 

dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

0000567.AH.01.08.2016 Tertanggal 11 November 2016 (Vide Bukti P-6) dan 

berdasarkan adanya artikel pada bulan , Oktober 2010 di 

www.greenpeace.org, dengan judul Batubara Mematikan, merupakan salah 

satu upaya Penggugat IV telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan 

anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun (Vide Bukti P- 44); -----------

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat II intervensi 

mengenai kepentingan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan 

Tata Usaha Negara, sebagai berikut :------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa adanya "kepentingan" merupakan syarat mutlak 

untuk adanya standing to the sue, yaitu kedudukan minimal yang harus 

dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga bisa 

dikatakan bahwa tanpa adanya "kepentingan" maka tidak akan ada gugatan 

" . t d'" t t . t d' t" " porn rn eres , porn ac JOn ; -------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa perihal kepentingan diatur dalam Pasal 53 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Alas Undang-¥. 
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Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang 

berbunyi : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa 

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan · Tata Usaha Negara dapat 

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang 

berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut 

dinyatakan batal atau tidak sah, denganlatau tanpa disertai tuntutan ganti 

rug i d a nla tau rehab il ita si "; --------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat tentang 

Lingkungan Hidup, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 25 Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Sengketa Lingkungan Hidup 

adalah Perselisihan antara dua pihak atau /ebih yang timbul dari kegiatan 

yang berpotensi danlatau telah berdampak pada lingkungan hidup"; ------------

Menimbang, bahwa terbitnya suatu keputusan . Tata Usaha Negara 

dikatakan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang apabila telah ada 

kerugian nyata yang di derita sebagai akibat langsung dari keluarnya obyek 

sengketa tersebut, karenanya kerugian merupakan hal yang essensial dari 

suatu akibat hukum, seperti dimaksud ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-

Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya 

menentukan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa 

kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada 

Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar 

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, 

dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -------------

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dimana 

Penggugat I mendalilkan yang pada pokoknya dengan adanya pembangunan ~ 

PL TU Celukan Bawang 2x330 MW telah merugikan Penggugat I karena ~. 
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mengalami penurunan hasil perkebunan kelapa dari semula 10.000 sampai 

dengan 12.000 butir setiap 2 bulan secara total turun menjadi 4.200 butir 

sampai dengan 5.000 butir per 2 bulan juga menimbulkan perubahan dan 

kerusakan lingkungan. Penggugat II dan Penggugat Ill mendalilkan dalam 

gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Penggugat II dan Ill merupakan 

nelayan yang wilayah tangkapan ikannya akan hilang akibat pembangunan 

dermaga (dermaga tipe jetty) dan TUKS sebagai penghubung dermaga 

dengan panjang 360 m serta kelompok nelayan juga akan kehilangan mata 

pencahariannya sebagai nelayan juga menimbulkan perubahan dan 

kerusakan lingkungan, sedangkan Penggugat IV mendalilkan bahwa obyek 

sengketa akan mempengaruhi iklim, udara, laut, flora dan fauna, serta 

ekosistemnya yang akan mengalami dampak turunan dari dampak 

perubahan iklim berupa penurunan kualitas udara dan penurunan kualitas air 

laut yang diprakirakan berpotensi tercemar dan atau rusak; -----------------------

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa dari 

Bukti-Bukti Surat dan keterangan Saksi-Saksi tidak terbukti Objek Sengketa 

telah menimbulkan kerugian yang langsung dan nyata bagi Para Penggugat, 

karena memang sama sekali belum ada kegiatan/usaha dari PL TU Celukan 

Bawang 2x330 MW dan kondisi di lapangan adalah hamparan tanah kosong 

tanpa ada kegiatan dan bangunan apapun (Vide keterangan Saksi Para 

Penggugat atas nama Eko Supriyono, Qamaruddin, dan Supriyadi juga 

keterangan Saksi Tergugat II lntervensi atas nama Filhan, M. Azhari, 

Saharuddin, dan Karto Suwiryo) sehingga belum ada pencemaran atau 

kerusakan lingkungan yang ditakutkan oleh Para Penggugat; ---------------------

Menimbang, bahwa belum ada kegiatan apapun dilokasi yang 

rencananya akan dibangun PLTU Celukan Bawang 2x330MW disebabkan ~ 

karena pengertian dari lzin Lingkungan Hidup itu sendiri yang diatur dalam ~· 
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ketentuan Pasal 1 angka 35 UUPPLH yang berbunyi sebagai berikut: "lzin 

lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan 

usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 

memperoleh izin usaha danlatau kegiatan", sehingga jika kegiatannya saja 

belum ada maka tidak akan ada dampak pencemarannya pada lingkungan 

hidup; ----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terkait dampak atau 

potensi adanya pencemaran terhadap lingkungan · hid up seperti yang 

didalilkan Para Penggugat, hanyalah perkiraan atau asumsi (kemungkinan) 

tanpa adanya bukti ilmiah (scientific evidence) dari Para Ahli dan potensi 

kerugian tersebut sangat mungkin untuk dicegah, karena sesuai dengan 

pendapat Saksi Ahli lr. Widiatmoko, M.Sc., yang mempunyai keahlian di 

bidang pengembangan proyek kelistrikan dan energi tersebut dalam 

keterangannya dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya 

berpendapat "bahwa saat ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi dampak lingkungan terkait dengan penggunaan batu bara untuk 

PL TU yaitu : dengan menaikan temperatur pembangkit, dengan tehnologi 

ultra super dengan kenaikan 1% terjadi efesiensi emisi gas rumah kaca turun 

37 hingga 38 atau dengan menambah alat-alat untuk mencegah dampak, 

misalnya untuk mengurangi debu dipasang alat-alat sebagai filter namanya 

ESP (Electrostatic Precipitator), mengurangi emisi sulfur oksida (SOx) 

dipasang alat namanya FGD (Flue Gas Desulfurization) dapat mengurangi 

hingga 98%, dan mengurangi kandungan emisi nitrogen dipasang alat 

namanya SCR (Selective Catalytic Reduction) yang bisa menghilangkan 

hampir semua emisi nitrogen"; -------------------------------------------------------------~ 
. . . ti(. 
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Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat I yang 

menyatakan mengalami kerugian karena kebun kelapa miliknya mengalami 

penurunan panen dan termasuk wilayah dari PL TU Celukan Bawang adalah 

tidak tepat, karena faktanya menurut keterangan Saksi M. Azhari (Kepala 

Desa/Perbekel), Saharudin, dan Amirudin yang juga sama-sama tinggal di 

Desa Celukan Bawang menerangkan bahwa alasan Penggugat I belum 

pindah dari lokasi yang akan dibangun PL TU Celukan Bawang 2x330 MW 

karena Penggugat I meminta harga tanahnya Rp. 200.000.000 per-are 

padahal pad a awal proyek harganya Rp. 5.000.000 sampai Rp. 10.000.000 

per-are yang paling tinggi Rp. 50.000.000 per-are terlihat bahwa 

permasalahan Penggugat I karena masalah ganti rugi bukan karena 

penurunan hasil kebun kelapa atau pencemaran, selain itu menurut 

keterangan Saksi Amir Mahmud yang juga mempunyai kebun dan ditanami 

kelapa, mangga, serta pisang yang lokasinya di selatan persis di depan 

pagar PL TU yang berada di sebelah timur PL TU dimana persis di depan 

pagar, tanamannya bagus dan tumbuhnya normal, serta tiap dua bulan sekali 

panen. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi bernama Sukron Effendi 

dan Jamaluddin yang berprofesi sebagai nelayan yang mengenal Penggugat 

II dan Penggugat Ill karena sama-sama daerah asal dan sama profesi 

nelayan dari Kelompok Nelayan Mekar Sari dan Bakti Kosgoro dalam 

keterangannya dibawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya 

menerangkan bahwa sampai saat ini belum ada pengaruh apapun terhadap 

kegiatan nelayan dalam menangkap ikan karena tergantung pada musim 

juga tidak ada keluhan dari nelayan mengenai penurunan hasil tangkapan 

bukan karena pengaruh adanya pembangunan PL TU Celukan Bawang 

2x330 MW, juga tidak ada bukti air laut tercemar dan tahun 2018 hasil / . 

tangkapannya semakin meningkat hampir empat bulan ini; -----------------------~ 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan dimana 

ditemukan belum ada kerugian langsung dan nyata yang diderita oleh Para 

Penggugat juga belum ada bukti ilmiah (scientific evidence) dari nhli tentang 

potensi pencemaran, sehingga dengan demikian secara yuridis tidak ada 

kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Obyek 

Sengketa a quo, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II lntervensi mengenai 

Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan 

beralasan hukum dan dinyatakan diterima; ---------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II lntervensi 

tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan 

gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh 

Tergugat dan Tergugat II lntervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan 

lagi; -------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa sebagai berikut : -------------------

D A LAM PO K 0 K SEN G KET A ----------------------------------~--.:------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II lntervensi 

tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan 

gugatan dinyatakan diterima, maka Pokok Perkara tidak perlu 

dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat 

diterima ;-------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan Permohonan Para Penggugat tentang Pemeriksaan 

Setempat, sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terkait adanya permohonan pemeriksaan 

setempat diatur dalam ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 96 Undang-Undang V 
\J.t-
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Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tat~ Usaha Negara yang 

menyebutkan bahwa : -------------------------------------------------------------------------

Pasal 80 "Oemi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang 

berhak di dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak 

yang bersengketa mengenai upaya hukum dan a/at bukti yang 

dapat digunakan o/eh mereka da/am sengketa"--------------------------

Pasal 96 "Oa/am hal selama pemeriksaan sengketa ada tindakan yang harus 

dilakukan dan memer/ukan biaya, biaya tersebut harus dibayar 

dahulu oleh pihak yang mengajukan permohonan untuk 

dilakukannya tindakan tersebuf' _________________ ;. __________________________ _ 

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tertulis yang diajukan 

oleh Para Pihak di Persidangan sudah cukup dan berdasarkan keterangan 

Saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat II lntervensi yang menunjuk 

pada lokasi yang sama dan menyatakan bahwa ditempat tersebut masih 

berupa hamparan tanah kosong, maka Majelis Hakim berpendapat, sudah 

tidak diperlukan lagi adanya tindakan yang harus dilakukan dalam sengketa 

ini khususnya pemeriksaan setempat karena tujuan dari pemeriksaan 

setempat itu sendiri salah satunya adalah untuk menegaskan tentang lokasi 

0 bye k Sen g keta; --------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperlukan lagi tindakan dalam 

sengketa ini, maka permohonan Para Penggugat untuk melakukan 

peme riksaa n setempat d i nyata ka n d ito Ia k; -----------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek 

Sengketa a quo yang diajukan Para Penggugat dalam Gugatannya, sebagai 

beri kut : --------------------------------------------------------------------------------~ 
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Menimbang, bahwa terkait denga.n Penundaan diatur dalam Pasal 65 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 

yang berbu nyi : -----------------------------------------------------------------------------------

Ayaf 1 : "Kepufusan yang sudah difefapkan tidak dapaf difunda 

pelaksanaannya, kecuali jika berpofensi menimbulkan: ------------

a. ke rug ian neg a ra; -----------------------------------------------------------

b. kerusakan lingkungan hidup; danlafau; ------------------------------

c. konflik sosial"; ---------------------------------------------------------------

Ayaf 2 : "Penundaan Kepufusan sebagaimana dimaksud pad a ayaf (1) 

Ayaf 3 

d a pa f d i I a ku k an o I eh : --------------------------------------------------------

a. Pejabaf pemerinfahan yang menefapkan kepufusan; 

d a nla fa u; a fa u ---------------------------------------------------------------

b. A fa san Pe j a ba f"; -----------------------------.:.------------------··----------

"Penundaan kepufusan dapaf dilakukan berdasarkan: --------------

a. Perminfaan pejabaf pemerinfahan ferkaif; afau -------------------

b. Pufu san pe ng ad i Ian"-----------------------------------··-------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim 

tentang belum ada kerugian langsung dan nyata yang diderita oleh Para 

Penggugat, sehingga secara yuridis tidak ada kepentingan Para Penggugat 

yang dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa a quo terlebih lagi 

berdasarkan keterangan Saksi Ahli Para Penggugat yang bernama DR. W. 

Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. yang menerangkan . bahwa adanya 

pencemaran lingkungan haruslah dilakukan dengan alat bukti atau analisis 

tentang kerusakan lingkungan itu sendiri sehingga Majelis Hakim 

berpendapat bahwa penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa a quo yang 

diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan ditolak ; -----------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada 

:i:::~~~::t d:il:::::,n:::u:ae~:~~~~-:~=~--~-=:~:-~-~:~-~-~~=~:~-~~:_:~-~:~!;. 
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Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi 

selama proses Persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang 

diajukan Para Pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim 

bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, bebah pembuktian, beserta 

penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan Para 

Pihak telah dipertimbangkan namun untuk mengadili dan memutus sengketa 

a quo hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti 

selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas 

perkara; --------------------------------------------------------------------------------------------

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 

Tahun 2009) serta ketentuan peraturan perundang~undangan lainnya yang 

berkaitan dengan perkara ini ; --------------------------------------------------------------

MENGADILI 

Da I am Pen u n d a an ----------------------------------------------------------------------------

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa yang 

d i a j u ka n ole h Para P eng g u gat; -------------------------------------------------------------

Da I am E kse psi ---------------------------------------------------------------------------------

Menerima Eksepsi Tergugat II lntervensi tentang Para Penggugat tidak 

memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan; ________ _. ____________ ;. ___________ .:. __ 

Da I am Po k o k Sen g keta ---------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; --------------~ 
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2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang 

timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 354.500,- (Tiga Ratus Lima Puluh 

Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) . _____________________ .:. ____________________________ _ 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh A.K. SETIYONO, 

S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H. 

dan ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H., masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam Persidangan yang 

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 oleh Majelis 

Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh LUH SUPARNI, S.H. sebagai 

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan 

dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan 

Kuasa Hukum Tergugat II lntervensi ; ------------~----------------------------------------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS 

TTD TTD 

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H. A.K. SETIYONO, S.H ., M.H. 

TTD 

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP.,S.H., M.H. 

PANITERA, 

TTD 

LUH SUPARNI, S.H. 
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Perincian Biaya Perkara : 

1. Pendaftaran gugatan Rp. 30.000,-

2. ATK Rp. 200.000,-

3. Leges Rp. 3.000,-

4. Biaya Panggilan Rp. 79.500,-

5. Biaya sumpah/saksi Rp. 25.000,-

6. Redaksi Rp. 5.000,-

7. Meterai Rp. 12.000,-

Jumlah Rp. 354.500,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) 

I 

.,.,/' 

J 
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Catatan: 

Bahwa salinan sah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 

Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.Dps Tanggal 16 Agustus 2018 

telah sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Sdr. 

I DEWA PUTU ADNYANA, S.H., dkk. (Kuasa Hukum Para Penggugat) ;--

Denpasar, 27 Agustus 2018. 
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar 
' ite,ra, · 

Rincian Biaya Salinan Putusan : 

1. Biaya Leges Putusan (300 x 156 hal) ;--------------------- Rp. 46.800,-

2. Biaya Penggandaan (300 X 156) ;-----------------------------Rp. 46.800,-

3. Biaya Metera i; ----------------------------------------------------- Rp. 6. 000,-

Jumlah Rp. 99.600,-

(Sembilan Puluh Sembiian Ribu Enam Ratus Rupiah) 


